
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 80 TAHUN 2018 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA ESA 

Menimbang 

BUPATI PACITAN, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemenntah Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemenntah Daerah; 
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1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah 
beberapa kal i diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar 
—Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
f Indpnesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
•^Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Mil ik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

MEMUTUSAKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan; 
3. Bupati adalah Bupati Pacitan; 
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban; 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanasin, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah; 

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 
Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan 
Pemerintahaan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten 

8. Satuan Keqa Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran / barang; 

9. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah; 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah-Kj^pfilggggPKu 3 ^ g mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
il DD dcu i t lC iQhc lAk jSeb i gai Bendahara Umum Daerah; 
3ekd^ara=Unnm i f e e n h yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yan^figffinlfak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; 
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12. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang -
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan pemerintah daerah; 

13. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan 
Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD; 

14. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program; 

15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah 
dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas dan 
kuaUtas yang terukur; 

16. Urusan pemerintahan adalah fungsi - fungsi pemerintahan yang menjadi 
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan 
untuk mengatur dan mengurus fungsi - fungsi tersebut yang menjadi 
kewenangannya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; 

17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah; 

18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah un tuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan; 

19. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas umum daerah; 
20. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas umum daerah; 
2 1 . Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih; 
22. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang ni lai kekayaan bersih; 
23. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran 
berikutnya; 

24. Barang Mil ik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 

25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
SKPD/unit kerja pada SKPD d i lingkungan pemerintah daerah yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan dan dalam melalcukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas; 

BAB II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 

(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: 
a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan 
b. Kebijakan akuntansi akun. 

(2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 



BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati in i maka Peraturan Bupati Nomor 13 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan diPacitan 
Pada tanggal 26 10 - 2018 

BUPATI PACITAN 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 26 - 10 - 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENyl^CITAN l-

^ INDARTATO 

Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 80 
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BAB in 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati in i maka Peraturan Bupati Nomor 13 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan diPacitan 
Pada tanggal 26 10 - 2018 

Diundangkan dl Pacitan 
Pada tanggal 26 - 10 - 2018 

SEKRETARIS D ^ R A H 
KABUPATEN/PACITAN 

BUPATI PACITAN 

F^ 

INDARTATO 

Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 80 


